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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Berdasarkan analisis yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan 

bakar bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 

tentang Minyak dan Gas Bumi dalam perspektif hukum positif Indonesia, 

penyalahgunaan, pengangkutan, penyimpanan, dan pendistribusian BBM 

subsidi tanpa izin merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menegaskan bahwa pelaku 

penyalahgunaan kegiatan usaha hilir migas dan niaga BBM subsidi tanpa 

izin sudah terpenuhi pidana penjara dan denda. Tindak pidana tersebut 

tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menyebabkan 

kelangkaan BBM dan terganggunya hak masyarakat terhadap subsidi. 

Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dilakukan secara tegas dan 

berkeadilan guna mewujudkan kepastian hukum serta melindungi 

kepentingan masyarakat. 

2. Perspektif Fiqih Siyasah memandang penyalahgunaan bahan bakar 

bersubsidi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip 

kemaslahatan, keadilan, amanah, dan tanggung jawab pemerintah. Subsidi 

BBM diberikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (maslahah 

„ammah), sehingga segala bentuk penyalahgunaan yang merugikan 

kepentingan publik termasuk perbuatan mafsadah (kerusakan). Tindakan 

tersebut juga bertentangan dengan prinsip takzim karena dapat 
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menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, 

penindakan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi tidak hanya menjadi 

bentuk penegakan hukum, tetapi juga upaya menjaga kemaslahatan, 

melindungi hak masyarakat, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang adil sesuai nilai-nilai syariat Islam. 

B. SARAN 

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan 

terhadap distribusi bahan bakar bersubsidi melalui sistem pengawasan yang 

efektif, transparan, dan berbasis teknologi guna meminimalisir terjadinya 

penyalahgunaan BBM subsidi. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, 

kepolisian, dan instansi terkait harus diperkuat agar penegakan hukum 

terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi dapat berjalan secara 

optimal, konsisten, dan berkelanjutan. Pengawasan juga perlu dilakukan 

mulai dari tingkat distribusi, penyaluran, hingga penggunaan akhir oleh 

masyarakat agar tidak terjadi praktik penimbunan, pengoplosan, maupun 

penjualan kembali BBM subsidi untuk kepentingan komersial yang 

merugikan negara dan masyarakat luas. 

2. Pemberian edukasi dan pemahaman hukum mengenai pentingnya 

penggunaan BBM subsidi secara tepat sasaran, baik ditinjau dari perspektif 

hukum positif maupun nilai-nilai fiqih siyasah. Peningkatan kesadaran 

hukum dan moral masyarakat menjadi langkah penting dalam mencegah 

penyalahgunaan BBM subsidi, sehingga tujuan subsidi untuk mewujudkan 

kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan bersama dapat tercapai secara 
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efektif. Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi rutin oleh 

pemerintah, tokoh agama, akademisi, serta aparat penegak hukum agar 

masyarakat memahami bahwa penyalahgunaan BBM subsidi bukan hanya 

melanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip amanah, 

keadilan, dan kemaslahatan dalam Islam. 
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